
 
 
 
 

 
 

WALI KOTA DEPOK 
PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN WALI KOTA DEPOK 
                            NOMOR 4 TAHUN 2025 35  TAHUN 2023 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK 

NOMOR 92 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALI KOTA DEPOK, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Angka 3                                  
butir 3.3)3.3.2)3.3.2.1)3.3.2.1.1)3.3.2.1.1.1)3.3.2.1.1.1.3) 
huruf c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri   

Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2025, dalam hal alokasi pendapatan Dana Bagi 
Hasil Cukai Hasil Tembakau berdasarkan Undang-
Undang mengenai APBN atau Peraturan Presiden 

mengenai rincian alokasi DBH–CHT atau berdasarkan 
informasi resmi alokasi DBH–CHT yang dipublikasikan 
melalui portal Kementerian Keuangan Tahun                  

Anggaran 2025 termasuk kurang dan/atau lebih salur 
tahun-tahun sebelumnya dan/atau penggunaan sisa 

alokasi DBHCHT Tahun Anggaran sebelumnya, diterima 
setelah penetapan Perda mengenai APBD Tahun 
Anggaran 2025, pemerintah daerah melakukan 

penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan DBH-CHT 
mendahului Perda tentang perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2025 dengan melakukan perubahan Perkada 
tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan 
diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk 

selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan 
APBD Tahun Anggaran 2025 bagi pemerintah daerah 
yang melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 

atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran (LRA) 
bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan 

perubahan APBD Tahun Anggaran 2025; 
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  b. bahwa berdasarkan ketentuan Angka 3                                   
butir 3.3)3.3.2)3.3.2.1)3.3.2.1.3)3.3.2.1.3.1) huruf d 

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 
Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, 

dalam hal alokasi pendapatan DAK Fisik berdasarkan 
Undang-Undang mengenai APBN atau Peraturan Presiden 
mengenai rincian alokasi DAK Fisik atau berdasarkan 

informasi resmi alokasi DAK Fisik yang dipublikasikan 
melalui portal Kementerian Keuangan Tahun                 

Anggaran 2025 termasuk penggunaan sisa alokasi DAK 
Fisik Tahun Anggaran sebelumnya, diterima setelah 
penetapan Perda mengenai APBD Tahun Anggaran 2025, 

pemerintah daerah melakukan penyesuaian 
penganggaran alokasi pendapatan DAK Fisik mendahului 
Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 

dengan melakukan perubahan Perkada tentang 
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan 

diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk 
selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan 
APBD Tahun Anggaran 2025 bagi pemerintah daerah 

yang melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 
atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang 

tidak melakukan perubahan APBD Tahun                      
Anggaran 2025; 

  c. bahwa berdasarkan ketentuan Angka 3                                   

butir 3.3)3.3.2)3.3.2.1)3.3.2.1.3)3.3.2.1.3.2) huruf d 
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 
Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, 
dalam hal alokasi pendapatan DAK nonfisik berdasarkan 

Undang-Undang mengenai APBN atau Peraturan Presiden 
mengenai rincian alokasi DAK nonfisik atau berdasarkan 
informasi resmi alokasi DAK nonfisik yang  

dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan                
Tahun Anggaran 2025, diterima setelah penetapan Perda 

mengenai APBD Tahun Anggaran 2025, pemerintah 
daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi 
pendapatan DAK nonfisik mendahului Perda tentang 

perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan 
melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD 
Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada 

pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam 
Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 

bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan 
APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA 
bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan 

perubahan APBD Tahun Anggaran 2025; 
   

   
   
   

   
   
   



- 3 - 
 

  d. bahwa berdasarkan ketentuan Angka 3                                  
butir 3.3)3.3.2)3.3.2.2)3.3.2.2.2) huruf f Lampiran 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dalam hal 

pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan 
bantuan keuangan bersifat khusus diterima setelah 
Perda mengenai APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, 

pemerintah daerah menyesuaikan pendapatan bantuan 
keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan 

perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun 
Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan 
DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda 

tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau 
ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak 
melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025; 

  e. bahwa berdasarkan ketentuan Angka 3 butir 3.4)3.4.3) 
huruf i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri              

Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2025, penggunaan BTT untuk keadaan darurat 

diluar penggunaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) 
huruf a) dan untuk mendanai keperluan mendesak 

dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke 
dalam program, kegiatan dan subkegiatan serta belanja 
terkait pada SKPD sesuai dengan Kewenangannya 

dengan tahapan sebagai berikut: 1) dalam hal anggaran 
belum tersedia atau belum cukup tersedia, dilakukan 
pergeseran dari BTT dalam RKA pada SKPKD ke dalam 

RKA pada skpd terkait sesuai dengan kewenangannya; 
dan 2) RKA menjadi dasar dalam melakukan perubahan 

Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 
dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk 
selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA 
bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan 

perubahan APBD Tahun Anggaran 2025; 
  f. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah dan BAB IV Huruf D butir 1.d. Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 1) Pergeseran 

antar objek dalam jenis yang sama, pergeseran ini dapat 
dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;                           

2) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama, 
pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;    
3) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek 

yang sama, pergeseran ini dapat dilakukan atas 
persetujuan PPKD; 4) Perubahan atau pergeseran atas 

uraian dari sub rincian objek dapat dilakukan atas 
persetujuan Pengguna Anggaran, semua Pergeseran 
anggaran dapat dilaksanakan berdasarkan Perubahan 

DPA SKPD; 
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  g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, 

huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Wali 
Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok 
Nomor 92 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 
Mengingat  1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); 
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan           

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang            

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang 
Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia           

Tahun 2024 Nomor 15); 
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia             
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4028); 
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             
Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah   Nomor   23   

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

   
   
   



- 5 - 
 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                

Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1               

Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

 

 

 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia               

Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27               
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6523); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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  14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12            
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas  Peraturan Presiden 

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia            
Tahun 2021 Nomor 63); 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64               
Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia               Tahun 2013 
Nomor 1425); 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016            

Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri             
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan 
Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 350); 
  17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operaional (Berita Negara Republik Indonesia                      

Tahun 2017 Nomor 1067); 
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia                  
Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri                  Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata 
Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi 

Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1777); 
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019                     
Nomor 1447); 
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  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran 

untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan 
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020          

Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri                

Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan 
Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, 

Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 910); 

  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020                    

Nomor 1781); 
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); 

  25. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2005 
tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil 

Walikota (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2005 
Nomor 57); 

  26. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah           
Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9); 

  27. Peraturan   Daerah   Kota   Depok Nomor 3 Tahun 2021 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3); 
  28. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2024 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Depok             
Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Depok Nomor 42); 
  29. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2024 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah            

Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Depok 
Tahun 2024 Nomor 15); 

  30. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 92 Tahun 2024 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Depok           

Tahun 2024 Nomor 92); 
   

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG  PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 92 TAHUN 2024 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN  
BELANJA  DAERAH TAHUN  ANGGARAN  2025 
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  Pasal 1 
  Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

  1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah  menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia            
Tahun 1945. 

  2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 
penyelenggara  pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah Otonom. 
  3. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-

undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan 

bersama Kepala Daerah. 
  4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

  5. Wali Kota adalah Wali Kota Depok. 

  6. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah 
Daerah Kota Depok. 

   
  Pasal 2 
  Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 semula 

sebesar Rp4.627.067.866.021,00, bertambah sebesar 
Rp64.949.397.488,00 sehingga menjadi sebesar  
Rp4.692.017.263.509,00 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Pendapatan Daerah 
1) Semula     Rp4.328.171.198.378,00        

2)  Bertambah/(berkurang)      Rp64.949.397.488,00 
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan  
                                                   Rp4.393.120.595.866,00 

2. Belanja Daerah 
1) Semula    Rp4.537.067.866.021,00 

2) Bertambah/(berkurang)  Rp64.949.397.488,00 
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan  
                                                   Rp4.602.017.263.509,00 

3. Pembiayaan Daerah 
a) Penerimaan pembiayaan 

1) Semula    Rp298.896.667.643,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00 
Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan  

                                               Rp298.896.667.643,00     
b) Pengeluaran pembiayaan 

1) Semula     Rp90.000.000.000,00 

2) Bertambah/(berkurang)  Rp0,00 
Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan  

                                               Rp90.000.000.000,00 
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan  
                                                   Rp208.896.667.643,00    

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp0,00 
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Ditetapkan di Depok 
              pada tanggal 7 Maret 2025  

 
        WALI KOTA DEPOK, 

 
                                       ttd.    

  
             SUPIAN SURI 

   

Diundangkan di Depok 
pada tanggal 7 Maret 2025 
 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK, 
 

       ttd. 
 
NINA SUZANA 
 
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2025 NOMOR 2025 
  

  Pasal 3 
  Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Wali Kota ini, yang terdiri dari : 
  a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Yang 

Diklasifikasi Menurut Kelompok, 
Jenis, Objek, Rincian Objek 

Pendapatan, Belanja, dan 
Pembiayaan; 

  b. Lampiran II : Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja, dan 

Pembiayaan. 
   
  Pasal 4 

  Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Wali 

Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam perubahan dokumen 
pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan. 

   
  Pasal 5 
  Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok. 


